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Abstract 
The problem of this research is How Licensing Services in the Department of Investment and 
Licensing Services One Stop Central Sulawesi Province. This research analyzed descriptively 
qualitative. The informant in this research that a number of seven people comprising employees 
licensing services and licensing applicants drawn by pusposive sampling techniques. Mechanical 
collection and retrieval of data consists of observations, interviews, and documentation. The theory 
used in view of service quality is the theory of Parasuraman et al. consisting of tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results showed that the licensing service 
in the Department of Investment and Licensing Services One Stop Provincial Central Sulawesi, 
which consists of reliability, responsiveness, assurance, and empathy, shows the level of service 
quality is good because of all of these aspects, nothing is obstructing the quality of service 
licensing of society. While the aspect of tangibles and there are obstacles that the lack of service 
facilities in this case the lack of computer facilities and room service are inadequate. 
Keywords: quality of service, licensing, Office of Investment 
 
Pelayanan kepada masyarakat 
merupakan hal yang penting dan harus 
diperhatikan. Di era otonomi daerah seperti 
sekarang ini, pemerintah daerah di berikan 
keleluasaan untuk mengelola daerahnya 
sendiri. Otonomi daerah mengandung maksud 
bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui 
berbagai permasalahan yang ada di kabupaten/ 
kota dimana masyarakatnya langsung 
bersinggungan dengan pemerintah daerah. 
Otonomi daerah ini juga menimbulkan 
berbagai macam dampak terhadap masyarakat. 
Salah satunya adalah terbukanya komunikasi 
antara pemerintah daerah dengan masyarakat 
yang selama ini terkesan tidak berjalan baik. 
Di satu sisi pemerintah daerah menjadi lebih 
terbuka terhadap masyarakat menyangkut 
proses penyelenggaraan pemerintahan 
sedangkan di sisi lain kekuatan tawar 
masyarakat yang semakin besar. Apa yang 
menjadi keinginan dan tuntutan mereka lebih 
di dengar serta diperhatikan oleh pemerintah 
daerah, dimana salah satu keinginan 
sertatuntutan masyarakat adalah peningkatan 
pelayanan umum bagi masyarakat. 
Pemerintah daerah kaitannya dengan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 
otonomi menimbulkan kemandirian daerah itu 
sendiri dalam mengelola tata pemerintahan 
yang lebih baik lagi. Tata pemerintahan yang 
baik diantaranya adalah bagaimana 
memberikan pelayanan prima kepada publik 
sehingga yang dirasakan adalah bentuk 
pelayanan yang semakin memuaskan 
masyarakat. Dampaknya adalah daerah satu 
dengan daerah yang lain semakin berlomba-
lomba dalam memberikan pelayanan yang 
baik, murah, cepat, nyaman serta transparan 
kepada masyarakat. 
Pelayanan umum merupakan hak bagi 
setiap warga negara. Pemerintah hanyalah 
sebagai fasilitator untuk mewujudkan hak-hak 
masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang 
baik dan hal tersebut merupakan salah satu 
fungsi dari pemerintah.  
Dengan  demikian  pemerintah  daerah  
harus  menyadari  bahwa pemberian otonomi 
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pada setiap daerah hakekatnya adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada  
masyarakat umum, tanpa memandang status 
mereka, maksudnya adalah pemerintah dan  
aparatur negara merupakan abdi masyarakat 
yang salah satu tugasnya adalah untuk 
melayani masyarakat secara baik tanpa  
memandang orang tersebut kaya atau miskin. 
Penekanan dari otonomi daerah adalah untuk 
menyediakan dan memberikan pelayanan yang 
berkualitas bagi masyarakat sehingga 
pembangunan daerah bisa berjalan dengan 
baik sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan serta memberikan dampak yang 
positif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. 
Dalam praktek good governance, 
pelayanan publik dalam hal perizinan maupun 
non perizinan merupakan wujud pelayanan 
pemerintah daerah kepada masyarakat seperti 
diketahui bahwa kebanyakan masyarakat 
memerlukan dokumen-dokumen untuk 
mendukung berbagai aktivitasnya, bahkan 
beberapa diantaranya merupakan kebutuhan 
yang vital bagi semua orang. Kualitas 
pelayanan publik yang diberikan oleh 
pemerintah daerah juga mempengaruhi minat 
para investor dalam menanamkan modalnya 
pada suatu daerah. Dunia usaha menginginkan  
pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah  
serta tarif yang jelas, karena selama ini masih  
sering ditemui pelayanan umum yang lambat, 
mahal,berbelit-belit dan tidak jelas. 
Masyarakat sebagai pengguna jasa 
pelayanan tersebut tentunya mengharapkan 
pelayanan yang baik. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Moenir mengatakan tentang 
pelayanan yang baik yaitu: 
1) Adanya kemudahan dalam pengurusan 
kepentingan pelayanan yang cepat, dalam 
arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-
buat. 
2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa 
gerutu, sindiran atau untaian kata lain 
semacam itu  yang nadanya mengarah  pada 
permintaan sesuatu, baik dengan alasan  
untuk dinas (pembelian kertas, ganti  
ongkos foto kopi/cetak), atau alasan untuk 
kesejahteraan. 
3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam 
pelayanan terhadap kepentingan yang sama, 
tertib dan tidak pandang “bulu”. 
4) Pelayanan yang jujur dan terus terang,  
artinya apabila ada hambatan karena suatu  
masalah yang tidak dapat dielakkan  
hendaknya diberitahukan, sehingga orang 
tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak 
menentu. 
Berbicara tentang pelayanan publik 
maka tidak lepas dari birokrasi karena 
pemerintah menggunakan birokrasi dalam 
memberikan pelayanan pada masyarakat, 
tetapi kenyataan membuktikan sejak agenda 
reformasi birokrasi digulirkan, masyarakat 
belum merasakan perubahan yang cukup 
signifikan pada pelayanan publik. Pelayanan 
publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini 
masih banyak dijumpai kelemahan sehingga 
belum dapat memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai 
dengan masih adanya berbagai keluhan 
masyarakat yang disampaikan melalui media 
massa, sehingga dapat menimbulkan citra 
yang kurang baik terhadap pemerintah dan 
aparaturnya.  
Mengingat fungsi utama pemerintah 
adalah melayani masyarakat maka 
pemerintah perlu terus berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk 
mewujudkan birokrasi yang baik dengan 
aparatur pemerintah yang baik pula dalam 
melayani masyarakat memang tidak mudah, 
yang ada justru sebaliknya yaitu adanya 
praktek aparat yang tidak berorientasi pada 
masyarakat, akan tetapi pada dirinya sendiri. 
Aparat semacam ini tidak memahami 
hakekat jabatan dan tugas yang sedang 
mereka sandang, yaitu sebagai abdi 
masyarakat. Akibatnya sering ditemui aparat 
yang  justru”melayani diri sendiri”. 
Pelayanan perizinan terpadu satu pintu 
merupakan salah satu usaha yang dilakukan 
pemerintah dalam hal perbaikan kualitas 
pelayanan publik khususnya terkait dengan 
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pelayanan perizinan dan non perizinan.  
Pelayanan satu pintu merupakan wujud dari 
kepedulian pemerintah tehadap dunia usaha 
terhadap ketidakpuasan usahawan terhadap 
proses perizinan dan pelayanan jasa dalam 
berinvestasi. Ketidakpuasan terjadi karena 
proses perizinan yang berbelit-belit (alasan 
birokrasi) dan waktu yang dibutuhkan cukup 
lama serta tidak transparan, sehingga 
menyebabkan beban biaya yang dikeluarkan 
sangat mahal dan memberatkan pengusaha. 
Dalam pengamatan penulis, pelayanan 
perizinan yang ada pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah, masih kurang 
optimal jika dilihat dari aspek-aspek teori dari 
Zethaml, Parasuraman dan Berry, yang terdiri 
dari tangibles (berwujud), realibility 
(kehandalan/kemampuan), responsiveness 
(respon/ketanggapan), assurance (jaminan), 
dan emphaty (empati/perhatian). Dimana 
aspek emphaty dari pelayanan masih belum 
optimal, karena pelayanan perizinan masih 
dinilai diskriminatif yang mana lebih 
memprioritaskan aspek kedekatan dalam 
mempermudah proses perizinan. Selain itu 
pula aspek assurance belum dapat terpenuhi, 
dimana ketepatan waktu proses penyelesaian 




Penelitian ini dilakukan di Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, dan 
penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
rangka mendapatkan data adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian 
deskriptif (penggambaran) adalah suatu 
penelitian yang mendeskripsikan apa yang 
terjadi pada saat ini. Dimana didalamnya 
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 
menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi 
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi-informasi mengenai keadaan saat 
ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel 
yang ada. 
Menurut Nazir (2003), bahwa: 
“penelitian deskriptif adalah pencarian fakta 
dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena 
yang diselidiki”. Sedangkan yang dimaksud 
dengan desain kualitatif, yaitu 
menggambarkan suatu keadaan dari suatu 
objek penelitian, kemudian dianalisis sesuai 
dengan data yang dikumpulkan. Menurut 
Masyhuri dan Zainuddin (2009), mengatakan 
bahwa: “penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang pemecahan masalahnya menggunakan 
data empiris”. 
Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian terdiri dari: 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh 
melalui wawancara menggunakan pedoman 
pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada 
pegawai dan pemohon perizinan pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah.  
2. Data Sekunder, adalah data berupa 
dokumen-dokumen, buku, arsip serta data-
data yang mendukung dalam penelitian.  
Penelitian ini dilakukan di lingkungan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Data yang diperlukan 
meliputi data primer dan data sekunder yang 
diperoleh dengan berbagai teknik antara lain 
sebagai berikut. 
1) Wawancara 
Teknik wawancara digunakan terutama 
untuk memperdalam data-data yang terkait 
langsung dengan guru yang bersertifikasi, dan 
untuk merespon berbagai pendapat tentang 
kualitas pelayanan perizinan. Panduan 
wawancara digunakan sebagai alat dalam 
melakukan wawancara agar dapat lebih 
terfokus dan konsistensi hasil pendataan. 
 




Observasi merupakan kegiatan 
pengamatan fenomena yang secara langsung 
berhubungan dengan sasaran yang diamati dan 
hanya membatasi pada persoalan yang 
ditanyakan (Thoha, 1989). Dengan adanya 
observasi langsung diharapkan akan lebih 
melengkapi teknik wawancara yang 
diperkirakan sulit untuk dipertanyakan serta 
untuk memperkuat dan membenarkan data 
yang terkumpul melalui teknik wawancara. 
Hasil dari observasi ini dapat mempermudah 
dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-
fenomena yang ada. 
 
3) Dokumentasi 
Dokumen adalah setiap bahan tertulis 
atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, 
pengujian suatu peristiwa atau record 
(Moleong, 2001:161) maupun yang tidak 
dipersiapkan untuk itu. Data-data sekunder 
diperoleh dari berbagai sumber yang terkait 
Selain dokumentasi juga dilakukan 
pengambilan data pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dan intepretatif untuk mendapatkan 
pemaknaan sesuai dengan kajian budaya. 
Pengolahan data dalam penelitian kualitatif 
menurut Nawawi (1993) adalah proses yang 
berlangsung serentak.  Selanjutnya, berikut ini 
disajikan  langkah-langkah analisis data yang 
digunakan Miles dan Huberman (1992). 
1. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan perhatian atau 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan lapangan. Reduksi data merupakan 
suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang 
yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 
sedemikian rupa sehingga dapat 
disimpulkan. Reduksi data dilakukan 
dengan cara membuat ringkasan, membuat 
data, menelusuri tema, dan membuat gugus-
gugus. Proses transformasi ini akan 
berlangsung terus hingga laporan lengkap 
tersusun. 
 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan upaya 
penyusunan sekumpulan informasi ke 
dalam suatu matrik atau konfigurasi yang 
mudah dipahami. Konfigurasi yang 
demikian ini akan memungkinkan adanya 
penarikan simpulan dan pengambilan 
tindakan. Kecenderungan kognitif manusia 
adalah menyederhanakan informasi yang 
kompleks ke dalam satuan bentuk yang 
dapat dipahami. Hal ini merupakan cara 
utama untuk menganalisis data kualitatif 
yang valid. Penyajian data ini bisa dengan 
matrik, grafik, atau bagan yang dirancang 
untuk menggabungkan informasi. 
 
3. Menarik Simpulan 
Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 
mulai mencari makna data yang telah 
terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti 
dan penjelasannya, kemudian menyusun 
pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu 
kesatuan informasi yang mudah dipahami 
dan ditafsirkan. Data yang terkumpul 
disusun ke dalam satuan-satuan, kemudian 
dikategorikan sesuai dengan rincian 
masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan 
dibandingkan antara satu dengan yang 
lainnya sehingga mudah ditarik simpulan 
sebagai jawaban terhadap setiap 
permasalahan yang ada. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tangibles 
Fasilitas dan sarana yang ada pada 
bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah cukup memadai, 
baik fasilitas dan sarana bagi pegawai maupun 
bagi masyarakat yang memohon perizinan. 
Akan tetapi, fasilitas penunjang untuk 
administrasi pelayanan masih terbatas, 
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sehingga pelayanan administrasi hanya 
mengandalkan satu unit komputer, sehingga 
jika ada permasalahan komputer makan 
pelayanan administrasi sedikit terlambat. 
Fasilitas bagi pemohon sudah dapat 
memberikan kenyamanan bagi pemohon, 
karena disediakan ruang tunggu lengkap kursi. 
Ruang pelayanan kecil dan terbatas untuk 
memberikan pelayanan jika jumlah pemohon 
yang datang banyak, sehingga membuat 
pegawai tidak nyaman dan pemohon pun 
merasa gerah karena situasi ruang tunggu 
padat. 
Kondisi fasilitas dan sarana yang ada 
pada bidang pelayanan perizinan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah 
sebagian besar dalam kondisi baik. Ada 
beberapa fasilitas dan sarana yang penulis lihat 
telah rusak seperti kursi dan meja pelayanan 
yang terlihat kurang baik, akan tetapi tidak 
mengganggu aktifitas maupun proses 
pelayanan perizinan dan juga tidak 
mengurangi keamanan dan kenyamanan 
masyarakat yang datang untuk memohon 
perizinan. 
Jumlah pegawai yang ada saat ini pada 
bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah cukup ideal dengan 
jumlah pemohon yang melakukan permohonan 
perizinan setiap harinya. Karena setiap seksi 
pelayanan perizinan memiliki petugas 
pelayanan tersendiri sesuai dengan klasifikasi 
perizinan yang akan diurus, sehingga tidak 
bertumpu pada satu pelayanan pegawai. Setiap 
tahapan dari tahap pendaftaran hingga tahap 
verifikasi dan validasi ditangani oleh pegawai 
yang berbeda sehingga mempermudah proses 




Pegawai pada bidang pelayanan 
perizinan Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sulawesi Tengah memiliki kemampuan yang 
dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan 
perizinan kepada masyarakat. Hal tersebut 
dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam 
menguasai informasi terkait proses perizinan 
serta dapat membantu pemohon untuk 
memahami dan mengetahui tahap demi tahap 
dalam proses pendaftaran perizinan. 
Kemampuan tersebut dapat dipercaya karena 
pegawai bidang pelayanan perizinan 
mengetahui dan menguasai tugas dan 
fungsinya dalam melayani masyarakat yang 
ingin mengurus perizinan. 
Ketepatan dan kecepatan pegawai 
bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan, 
terlihat dari kecepatan pegawai memberikan 
pelayanan kepada pemohon yang datang 
kekantor, serta ketepatan pegawai dalam 
memberikan informasi serta penjelasan yang 
berkaitan dengan perizinan membuat pemohon 
mengerti dan memahami apa yang harus 
dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. 
Ketepatan dalam melihat berkas dan 
kelengkapan administrasi juga dilakukan 
sehingga proses perizinan dapat dilakukan 
dengan cepat. 
Informasi yang diberikan oleh pegawai 
bidang pelayanan perizinan pelayanan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah kepada 
pemohon perizinan memiliki nilai akurasi 
yang tinggi, karena informasi terkait perizinan 
bersumber dari ketentuan yang berlaku 
sehingga pegawai pelayanan tidak mengada-
ngada dalam memberikan informasi. Selain itu 
pula informasi tersebut selain disampaikan 
secara langsung kepada pemohon, juga 
tertuang secara tertulis pada papan informasi 
sehingga memperkuat informasi yang ada bagi 




Pegawai bidang pelayanan perizinan 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi 
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Tengah memiliki daya tanggap yang tinggi 
terhadap pemohon perizinan, hal tersebut 
terlihat dari respon pegawai menerima 
pemohon dengan memberikan informasi yang 
detail dan akurat terkait perizinan, serta 
mampu merespon pertanyaan atau tanggapan 
yang dilontarkan pemohon kepada pegawai. 
Selain itu pula pegawai bidang pelayanan 
perizinan mampu merespon pemohon dengan 
membantu memeriksa kelengkapan berkas 
administrasi agar proses perizinan dapat 
berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. 
Selanjutnya pegawai bidang pelayanan 
perizinan Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sulawesi Tengah memiliki kemampuan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
pemohon izin, karena terlihat pegawai 
mengetahui fungsi dan tanggungjawabnya 
dalam bekerja serta juga ditunjang dengan 
SOP yang menjadi pegangan pegawai dalam 
melayani pemohon perizinan. Dengan begitu, 
pegawai mampu memberikan pelayanan dari 
tahap awal memberikan informasi administrasi 
pemohon sehingga pemohon merasa 
terbantukan dengan adanya pelayanan yang 
baik. 
Pegawai bidang pelayanan perizinan 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi 
Tengah menguasai tugas dalam bidang 
pelayanan perizinan, dimana terlihat pegawai 
pelayanan mampu memberikan informasi dan 
arahan kepada pemohon tentang proses dan 
mekanisme perizinan hingga pemohon 
memahami dengan baik. Selain itu pula, 
pegawai dapat memberikan respon jika 
terdapat keluhan atau tanggapan pemohon atas 
mekanisme perizinan, dan penekanan tugas 
dalam pelayanan juga sering ditekankan oleh 
pimpinan pada rapat-rapat internal guna 




Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sulawesi Tengah membuat standar 
operasional prosedur dalam melakukan 
pelayanan perizinan termasuk waktu proses 
perizinan sesuai dengan klasifikasi perizinan. 
Pada informasi yang dipasang juga tertuang 
waktu keluarnya surat izin, selain 
penyampaian langsung juga dilakukan oleh 
pegawai kepada pemohon. Hal tersebut 
membuktikan bahwa Dinas pelayanan 
perizinan memiliki jaminan waktu dalam 
pelayanan sehingga pemohon tidak lagi 
merasa lama menunggu surat izin terbit. 
Serta bidang pelayanan perizinan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah 
memiliki mekanisme dalam melayani 
masyarakat mengurus izin, hal itu terlihat dari 
papan informasi yang diperuntukkan bagi 
masyarakat tertuang mekanisme atau alur 
proses perizinan dari tahap mendapatkan 
informasi, tahap mengisi formulir pendaftaran, 
tahap melengkapi berkas administrasi, tahap 
verifikasi dan validasi data hingga tahap surat 
izin terbit. Hal tersebut menjadi acuan pula 
bagi petugas pelayanan untuk lebih terarah 
dalam memberikan arahan kepada pemohon 
dalam mengurus izin.  
 
Empathy 
Sikap tanpa diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan dilakukan pegawai 
bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis melihat 
pegawai melayani dengan sama kepada semua 
pemohon tanpa melihat perbedaan izin sesuai 
klasifikasi, baik besar maupun kecil dilayani 
dengan pelayanan yang sama. Hal tersebut 
membuat pemohon menjadi nyaman untuk 
mengurus izin dan mau menunggu lama untuk 
penyelesaian administasi pada loket 
pelayanan. 
Pegawai pada bidang pelayanan 
perizinan Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sulawesi Tengah bersikap ramah dan sopan, 
terlihat dari tutur kata pegawai saat menyapa 
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pemohon yang datang untuk mengurus izin, 
selain itu kesopanan terlihat dari penampilan 
dan gerak tubuh pegawai yang santun 
membuat pemohon mau mendengarkan 
informasi yang diberikan oleh pegawai. Sikap 
ramah bukan hanya ditujukan kepada 
pemohon yang baru tiba dikantor tersebut, 
akan tetapi juga kepada pemohon yang telah 
datang lebih dari sekali untuk mengurus 
perizinan. 
Selanjutnya sikap komunikatif antara 
pegawai bidang pelayanan perizinan Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah terjalin 
baik dengan pemohon, hal tersebut 
ditunjukkan dari informasi yang disampaikan 
baik melalui media informasi maupun 
langsung berkomunikasi dengan pemohon. 
Komunikasi yang terjadi terkait informasi 
perizinan sehingga pemohon merasa 
terbantukan dengan diberikan penjelasan dan 
pengertian tentang perizinan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
ditarik kesimpulan yaitu hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi 
Tengah yang terdiri dari reliability, 
responsiveness, assurance, dan empathy 
menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang 
baik, namun pada aspek tangibles dan terjadi 
kendala dimana sarana dan fasilitas pelayanan 
masih kurang sehingga kualitas pelayanan 
dinilai kurang optimal dalam melayani 
pelayanan khususnya yang berkaitan dengan 




Berdasarkan kesimpulan yang 
didapatkan dari hasil penelitian ini, maka 
akan: 
1) Disarankan kepada Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
mempertahankan kualitas pelayanan 
perizinan yang diterapkan saat ini 
khususnya pada aspek reliability, 
responsiveness, assurance, dan empathy 
bahkan kedepannya lebih ditingkatkan lagi 
untuk mencapai pelayanan yang lebih 
berkualitas. 
2) Pada aspek tangibles dalm hal ini sarana 
pelayanan khususnya fasilitas yang 
berkaitan dengan administrasi dapat 
ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas 
sarana ruang pelayanan lebih diperluas lagi 
agar kenyaman dapat dirasakan oleh 
masyarakat dan pelayanan perizinan dapat 
lebih optimal dilaksanakan. 
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